. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
:‘:@i’_ putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor 2711/Pdt.G/2021/PA.Cjr
o= 8
Sl o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Mustika Dewi binti Enang Suhenrin, umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kampung Jambudipa Rt. 001 Rw. 009 Desa
Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, sebagai
Penggugat; melawan

Cepi Apriatna bin H Endin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung
Jambudipa Rt. 001 Rw. 009 Desa Bangbayang Kecamatan
Gekbrong Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2021
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2711/Pdt.G/2021/PA.Cjr, pada hari
itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 April
2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1432 H., yang dicatat
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gekbrong Kabupaten
Cianjur, sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 180/16/1V/2011,
tanggal 07 April 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Kampung Jambudipa Rt. 001 Rw. 009 Desa Bangbayang
Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak
bernama Reflina Tungga Nurrizky, lahir Clanjur 04 Oktober 2011,

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran disebabkan:

1. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (WIL)
6. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dengan

Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-
benar tidak rukun dan harmonis serta sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

~

. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama lebih dahulu;

©

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama
Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga
namun upaya tersebut tidak berhasil;

©

Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit

untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan

warahmabh, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Cepi Apriatna bin H
Endin) terhadap Penggugat (Sri Mustika Dewi binti Enang Suhenrin);
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsidair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, yang

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinasegelen

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/16/IV/2011, yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Gekbrong Kabupaten Cianjur tertanggal 07 April 2011, yang telah
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dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata
cocok (bukti P.2);
Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti

dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Ayi Suherni binti Yaya Sudria setelah mengangkat sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di tinggal bersama di Kampung Jambudipa Rt. 001 Rw.
009 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dan
dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Reflina Tungga
Nurrizky, lahir Clanjur 04 Oktober 2011;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan
khusus dengan wanita lain (WIL);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama,;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
1. Dadang Hermawan bin H. lim lIbrahim, setelah mengangkat sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di tinggal bersama di Kampung Jambudipa Rt. 001 Rw.
009 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dan
dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Reflina Tungga
Nurrizky, lahir Clanjur 04 Oktober 2011;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan
khusus dengan wanita lain (WIL);
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- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan
mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianijur,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.2 dan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan
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kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan
gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar’i:

a §2 Y pllb 59 cmy pld pralinall PS5 o 2SI Gl (580 o
Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat
dengan alasan sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai
hubungan khusus dengan wanita lain (WIL) dan sejak bulan Oktober 2015
antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 5 tahun 11
bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum
serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim
membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi

karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2711/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4

dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah
memenuhi syarat sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak
bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus
dengan wanita lain (WIL) dan sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat
dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan
Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka
dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 07 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai telah
dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama Reflina Tungga Nurrizky, lahir
Clanjur 04 Oktober 2011;

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus
dengan wanita lain (WIL);

- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cianjur sudah berjalan selama 5 tahun 11 bulan dan sejak itu keduanya
tidak pernah rukun kembali;
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 07 April 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da dukhul;

- Bahwa sejak sejak bulan Oktober 2015, antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cianjur sudah berjalan selama 5 tahun 11 bulan dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 11 bulan dan sejak
itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan
mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah
dicegah sebagaimana gaidah Fighiyyah yang telah diambil alih sebagai
pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

dlaall s o 8T awlaall £55
Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap
kebaikan;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma
hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fighus Sunnah Il halaman
251yg berbunyi:

Uil lgiellos miolall ] s O aizg 3 Lz cJguin e W ST aiw goll o Le 1)
aio Jlaiyl galais Jlo o) OIS o)y (lgis 0as po i 13

Artinya: Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima
Selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai
kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang

suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116
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huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan
yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak
bulan Oktober 2015 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan
tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang
sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun 11 bulan, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah
memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da Dukhul, maka sesuai maksud pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada
Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Cepi Apriatna bin H
Endin) terhadap Penggugat (Sri Mustika Dewi binti Enang Suhenrin);
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1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul
Awwal 1443 Hijriah, oleh Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Arsudian Putra, S.H.l. dan Abdul Gani Syafii, S.H.l., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Arsudian Putra, S.H.l. Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP "Rp 60.000,00
2. Proses " Rp 50.000,00
3. Panggilan "Rp 450.000,00
4. Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah "Rp 570.000,00

(lima ratus tuju puluh ribu rupiah)
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